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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.  

Reformasi perpajakan di Indonesia dilakukan pertama kali pada tahun 

1983. Perubahan mendasarnya adalah sistem pemungutan pajak yang semula 

official assessment system menjadi self assessment system. Official assessment 

system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak 

yang terutang. Pada official assessment system, wajib pajak tidak diberikan 

kepercayaan dalam perhitungan utang pajaknya. Aparat perpajakan (fiskus) 

memiliki wewenang yang sangat luas, sehingga sangat merugikan wajib pajak. 

Setelah menjadi self assessment system wajib pajak diberi kepercayaan penuh 

untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. (Waluyo,2014). 

Dengan self assessment system, kepatuhan wajib pajak adalah faktor 

penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan 
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wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula 

sebaliknya. 

Menurut Safri Nurmantu (2003) ada dua macam kepatuhan yaitu 

kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu 

keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu 

keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua 

ketentuan material perpajakan. 

James dan Alley (2002) mendefinisikan kepatuhan pajak dalam bentuk 

yang paling sederhana yaitu sejauh mana wajib pajak mematuhi hukum pajak. 

Brown and Mazur (2003) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak dalam tiga jenis 

yang berbeda kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (filling compliance), 

kepatuhan pembayaran (payment compliance), kepatuhan pelaporan pajak 

(reporting compliance). Franzoni (1999) menyebutkan kepatuhan atas pajak (tax 

compliance) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, 

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar 

pajaknya dengan tepat waktu. 

Dalam Andreoni et al. (1998) masalah kepatuhan pajak merupakan 

masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem 

perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah 

masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (public finance), 

penegakan hukum (law enforcement), struktur organisasi (organizational 

structure), tenaga kerja (employees), etika (code of conduct), atau gabungan dari 
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semua segi tersebut. Allingham  et al. (1972) menyebutkan kecenderungan 

masyarakat tidak mau membayar pajak atau membayar pajak tapi pajak yang 

dibayar tidak sesuai dari penghasilan yang sebenarnya disebabkan rendahnya 

pengawasan pemerintah dan sanksi atau denda yang dikenakan terhadap wajib 

pajak yang tidak patuh masih sangat kecil. 

 

Tabel 1.1 

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Menyampaikan SPT 2011-2015 

 

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak 

 

URAIAN 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 

Wajib Pajak Terdaftar 18.640.757 22.030.583 24.347.763 27.379.256 30.044.103 

Wajib Pajak Badan 1.760.108 1.898.547 2.116.049 2.322.686 2.472.632 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi 
16.880.649 20.132.036 22.231.714 25.127.977 27.571.471 

Wajib Pajak Terdaftar 

Wajib SPT 
17.694.317 17.659.278 17.731.736 18.357.833 18.159.840 

Wajib Pajak Badan 1.590.154 1.026.388 1.141.797 1.166.036 1.184.816 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi 
16.104.163 16.632.890 16.589.939 17.191.797 16.975.024 

Wajib Pajak Lapor SPT 

Tahunan PPh 
8.180.963 9.237.948 9.966.834 10.852.304 10.972.529 

Wajib Pajak Badan 431.022 497.131 546.346 552.714 681.331 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi 
7.749.941 8.740.817 9.420.488 10.299.590 10.291.198 

Rasio Kepatuhan 46.23% 52.31% 56.21% 59.12% 60.42% 

Wajib Pajak Badan 27.11% 48.43% 47.85% 47.40% 57.51% 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi 
48.12% 52.55% 56.78% 59.91% 60.63% 
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Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menunjukkan 

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak 

(SPT) masih rendah. Secara rata-rata tingkat kepatuhan dari 2011-2015 berkisar 

sekitar 50-60% yang melaporkan SPT dari yang wajib lapor SPT. Tingkat 

kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara 

jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya 

dibayar semakin besar. Selisih tersebut merupakan kesempatan penerimaan pajak 

yang hilang (tax revenue foregone), karena jumlah tersebut seharusnya diterima 

oleh Pemerintah tetapi kenyataannya tidak. (James, 1991) 

Tabel 1.2 

Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar dan Wajib Lapor SPT Di KPP Cimahi 

URAIAN WP TERDAFTAR WP WAJIB SPT 

OP 300,920 128,381 

BADAN 16,427 6,728 

TOTAL 317,347 135,109 
Sumber: KPP Cimahi 

Tabel 1.3 

Jumlah Wajib Pajak Yang Lapor SPT Di KPP Cimahi 

TAHUN JUMLAH WP YANG LAPOR SPT TAHUNAN 

2012 67,642 

2013 73,719 

2014 82,834 

2015 106,042 

2016 92,962 
Sumber: KPP Cimahi 
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Tabel 1.4 

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Yang Lapor SPT Di KPP Cimahi Tahun 2016 

URAIAN 2016 

Wajib Pajak Lapor SPT 92,962 

Wajib Pajak yang Wajib Lapor SPT 135,109 

Rasio Kepatuhan 68% 

 

Berdasarkan data yang didapat dari KPP Cimahi menunjukkan tingkat 

kepatuhan wajib pajak di KPP Cimahi pada tahun 2016 sekitar 68% dalam 

melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan. Tingkat kepatuhan di KPP 

Cimahi lebih tinggi daripada tingkat kepatuhan nasional. 

Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan. Salah satu caranya adalah 

penegakan hukum (law enforcement) melalui pemeriksaan dan penagihan pajak. 

Dari Laporan Tahunan DJP 2015, kegiatan pemeriksaan memberikan kontribusi 

penerimaan pajak sebesar Rp 38,74 triliun dan kegiatan penagihan menghasilkan 

pencairan piutang pajak sebesar Rp 13,96 triliun. Selain memberikan dampak 

jangka pendek berupa kontribusi terhadap penerimaan pajak, tindakan penegakan 

hukum juga dapat memberikan dampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. 

Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib wajak dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakan. Sebagai hasil pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, fiskus berwenang untuk 

menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP). 
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Tabel 1.5 

Jumlah Pemeriksaan Di KPP Cimahi 

TAHUN 
JENIS PEMERIKSAAN 

TOTAL 
RUTIN KHUSUS TUJUAN LAIN 

2010 186 6 74 266 

2011 159 17 59 235 

2012 201 60 100 361 

2013 143 111 0 254 

2014 87 32 0 119 

2015 88 44 3 135 
Sumber: KPP Cimahi 

Tabel 1.6 

Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak Melalui Pemeriksaan Di KPP Cimahi 

TAHUN 
NILAI TUNGGAKAN 

PAJAK 

PENCAIRAN 

TUNGGAKAN 

PERSENTASE 

PENCAIRAN 

2012 341,139,386,522 35,414,715,883 10% 

2013 341,771,943,607 30,886,111,361 9% 

2014 341,704,162,621 15,136,557,141 4% 

2015 110,622,123,699 15,569,426,165 14% 

2016 146,628,556,344 18,087,925,888 12% 

Sumber: KPP Cimahi 

 

Dari tabel diatas, kegiatan pemeriksaan dapat mencairkan 4-14% dari nilai 

tunggakan pajak. Pada tahun 2012 dari total pemeriksaan 361 dapat mencairkan 

10% dari tunggakan pajak. Tahun 2013 dari total pemeriksaan 254 dapat 

mencairkan 9% dari tunggakan pajak. Tahun 2014 dari total pemeriksaan 119 

dapat mencairkan 4% dari tunggakan pajak. Pada tahun 2015 dari total 

pemeriksaan 134 dapat mencairkan 14% dari tunggakan pajak. 
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Tabel 1.7 

Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak Dari Target Penagihan Di KPP Cimahi 

TAHUN 
TARGET 

PENAGIHAN 

PENCAIRAN 

TUNGGAKAN 

PERSENTASE 

PENCAIRAN 

2012 68.849.203.408 35,414,715,883 51.44% 

2013 17.468.169.287 30,886,111,361 176.81% 

2014 15.022.368.193 15,136,557,141 100.76% 

2015 24.232.981.762 15,569,426,165 64.25% 

2016 21.202.104.399 18,087,925,888 85.31% 

Sumber: KPP Cimahi 

 

Berdasarkan tabel diatas, pencairan tunggakan pajak ada mencapai target 

dan ada juga tidak mencapai target. Pada tahun 2012, 2015, 2016 pencairan 

tunggakan pajak tidak mencapai target. Pada tahun 2013 dan 2014 pencairan 

tunggakan mencapai target. 

Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, penagihan pajak adalah 

serangkai tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan bisa 

penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan 

seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, 

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang 

disita. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat 

yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib 

pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat Paksa adalah surat perintah 

membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 
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Tabel 1.8 

Jumlah Surat Teguran Dan Paksa Yang Diterbitkan Di KPP Cimahi 

TAHUN 

JUMLAH SURAT 

TEGURAN YANG 

DITERBITKAN 

JUMLAH SURAT PAKSA 

YANG DITERBITKAN 

2012 2,248 549 

2013 974 385 

2014 1,339 609 

2015 3,659 1,645 

2016 3,714 2,226 
Sumber: KPP Cimahi 

Berdasarkan data di atas, menunjukkan jumlah surat teguran dan surat 

paksa yang diterbitkan mengalami fluktuasi dari tahun 2012 sampai 2016. Pada 

tahun 2013 terjadi penurunan. Pada tahun 2014 dan 2016 surat teguran dan surat 

paksa mengalami peningkatan yang cukup signifikan.  

Menurut penelitian yang dilakukan Dwi Rahayu (2011) yang berjudul 

Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan memperlihatkan bahwa 

tindakan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib 

pajak di KPP Pratama Semarang Selatan. 

Menurut penelitian yang dilakukan Hendro Saputro (2012) yang berjudul 

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan 

Kewajiban Perpajakan Formal oleh Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Samarinda) menunjukkan adanya pengaruh signifikan 

hasil pemeriksaan dengan kepatuhan wajib pajak. 

Menurut penelitian yang dilakukan Ratna Puspita Sari (2013) yang 

berjudul Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok memperlihatkan 
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bahwa pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib 

pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Depok pada tahun 2009-2011 memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan hubungan korelasi 

antara penagih pajak dengan surat paksa dan kepatuhan Wajib Pajak cukup kuat. 

Menurut penelitian yang dilakukan Nufiarti S. Dalanggo (2013) yang 

berjudul Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo 

berkesimpulan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa 

berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Gorontalo. 

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pemeriksaan dan Penagihan 

Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak di KPP Cimahi”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis bermaksud 

mengidentifikasi masalah tentang  

1. Analisis pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Cimahi? 

2. Analisis penagihan pajak dengan surat teguran terhadap kepatuhan wajib 

pajak di KPP Cimahi? 

3. Analisis penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak 

di KPP Cimahi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui Analisis Pemeriksaan dan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan 

Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Cimahi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara 

lain: 

1. Manfaat akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan pengetahuan 

bagi para akademisi mengenai pemeriksaan dan penagihan pajak. Selain itu 

juga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan kajian bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

2. Manfaat praktis 

Analisis yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui 

pengaruh pemeriksaan dan penagihan dengan surat teguran dan surat paksa 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 


